BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.1196, 2022 KEMENAKER. Pelaksanaan Dekonsentrasi. Tugas
Pembantuan. Tahun Anggaran 2023.

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 2022
TENTANG
PELAKSANAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan
Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022
tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang
Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);

4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2020 tentang
Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 213);

5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 108);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG
PELAKSANAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN TAHUN ANGGARAN
2023.
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Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

(1)

(2)

Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang
selanjutnya disingkat GWPP adalah penyelenggara
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Pemerintah Pusat di daerah Dberdasarkan asas
dekonsentrasi dan dalam rangka pelaksanaan tugas dan
wewenang GWPP sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian wurusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah
Pusat kepada GWPP, kepada instansi vertikal di wilayah
tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali
kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan
umum.

Dekonsentrasi Kepada  Gubernur Sebagai Wakil
Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut
Dekonsentrasi Kepada GWPP adalah pelimpahan
sebagian urusan pemerintahan  yang menjadi
kewenangan pemerintah pusat kepada GWPP.

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah
pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan
sebagian urusan pemerintah yang menjadi kewenangan
pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi
kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan
sebagian urusan pemerintahan  yang menjadi
kewenangan daerah provinsi.

Tugas Pembantuan Sebagian Urusan Pemerintahan yang
Menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat yang selanjutnya
disebut Tugas Pembantuan Pusat adalah penugasan dari
pemerintah  pusat kepada daerah provinsi dan
kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah
pusat.

Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia
yang memegang kekuasaan pemerintah negara Republik
Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dinas Daerah Provinsi adalah dinas yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
ketenagakerjaan provinsi.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 2
Menteri melimpahkan sebagian kewenangan kepada
GWPP.
Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas:
a. program pendidikan dan pelatihan vokasi; dan
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b. program pembinaan ketenagakerjaan.

(3) Menteri memberikan dana Dekonsentrasi Kepada GWPP
untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2).

Pasal 3

(1) Menteri menugaskan sebagian urusan pemerintahan
kepada daerah provinsi.

(2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) terdiri atas:

a. program pendidikan dan pelatihan vokasi; dan
b. program pembinaan ketenagakerjaan.

(3) Menteri memberikan dana Tugas Pembantuan Pusat
kepada daerah provinsi untuk melaksanakan sebagian
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
Pemerintah Pusat.

Pasal 4
Dana Dekonsentrasi Kepada GWPP dan dana Tugas
Pembantuan Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan
Pasal 3 bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja
negara tahun anggaran 2023 melalui daftar isian pelaksanaan
anggaran Kementerian Ketenagakerjaan.

Pasal 5

(1) Program, kegiatan, anggaran, dan alokasi anggaran dana
Dekonsentrasi Kepada GWPP sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran [ yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

(2) Program, kegiatan, anggaran, dan alokasi anggaran dana
Tugas Pembantuan Pusat sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1) Pengelolaan daftar isian pelaksanaan anggaran dana
Dekonsentrasi Kepada GWPP dilaksanakan oleh
perangkat gubernur yang secara teknis dilaksanakan
oleh Dinas Daerah Provinsi yang ditetapkan oleh
gubernur.

(2) Pengelolaan daftar isian pelaksanaan anggaran dana
Tugas Pembantuan Pusat dilaksanakan oleh Dinas
Daerah Provinsi yang ditetapkan oleh gubernur.

Pasal 7
Gubernur yang melaksanakan Dekonsentrasi Kepada GWPP
dan Tugas Pembantuan Pusat melakukan:
a. sinkronisasi dengan penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah;
b. penyiapan perangkat daerah yang akan melaksanakan
program dan kegiatan Dekonsentrasi Kepada GWPP dan
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Tugas Pembantuan Pusat; dan

c. koordinasi, pengendalian, pembinaan, pengawasan, dan
pelaporan  sesuai dengan = ketentuan = peraturan
perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Gubernur yang memperoleh dana Dekonsentrasi Kepada
GWPP wajib membuat:

a. surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan
program dan kegiatan; dan

b. surat pernyataan kesanggupan untuk melaporkan
pelaksanaan program dan kegiatan.

(2) Gubernur yang memperoleh dana Tugas Pembantuan
Pusat selain membuat surat pernyataan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), wajib membuat surat pernyataan
kesanggupan untuk memelihara dan mengelola barang,
dalam hal terdapat barang yang dihibahkan dari hasil
penyelenggaraan kegiatan Tugas Pembantuan.

Pasal 9
Gubernur dalam melaksanakan Dekonsentrasi Kepada GWPP
dan Tugas Pembantuan Pusat berpedoman pada petunjuk
pelaksanaan yang ditetapkan oleh pimpinan unit organisasi
jabatan pimpinan tinggi madya.

Pasal 10
Pengelolaan dana penyelenggaraan Dekonsentrasi Kepada
GWPP dan Tugas Pembantuan Pusat dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11
Kepala Dinas Daerah Provinsi wajib menyelenggarakan sistem
akuntansi instansi yang berlaku pada Pemerintah Pusat dan
melaksanakan fungsi penyusunan dan penyampaian laporan
pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 12
Gubernur mempertanggungjawabkan dan  melaporkan
pelaksanaan kegiatan Dekonsentrasi Kepada GWPP dan Tugas
Pembantuan Pusat kepada Menteri dengan tembusan
pimpinan tinggi madya terkait.

Pasal 13
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 November 2022

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd
IDA FAUZIYAH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY
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LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

PELAKSANAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS
PEMBANTUAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

PROGRAM, KEGIATAN, ANGGARAN, DAN ALOKASI ANGGARAN
DANA DEKONSENTRASI KEPADA GWPP

A. DANA DEKONSENTRASI

Program, kegiatan, anggaran, dan alokasi anggaran dana

Dekonsentrasi dalam rencana kerja dan anggaran Kementerian

Ketenagakerjaan Tahun 2023 sebesar Rp44.013.099.000,00 (empat

puluh empat miliar tiga belas juta sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi (PPPV) bertujuan untuk
menyediakan tenaga kerja yang kompeten, produktif, dan berdaya
saing dengan anggaran sebesar Rp7.784.574.000,00 (tujuh miliar
tujuh ratus delapan puluh empat juta lima ratus tujuh puluh empat
ribu rupiah) melalui kegiatan dukungan manajemen.

2. Program Pembinaan Ketenagakerjaan (PPK), bertujuan untuk:

a. Pembinaan penempatan tenaga kerja dalam negeri dan
perluasan kesempatan kerja di seluruh Indonesia dengan
anggaran sebesar Rp13.331.048.000,00 (tiga belas miliar tiga
ratus tiga puluh satu juta empat puluh delapan ribu rupiah)
melalui kegiatan:

1) forum dan jejaring penempatan tenaga kerja dalam negeri;

2) bimbingan teknis SDM penempatan tenaga kerja;

3) evaluasi kinerja SDM penempatan tenaga kerja:

4) layanan data dan informasi penempatan tenaga kerja dan
perluasan kesempatan kerja; dan

5) dukungan manajemen.

b. Pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga
kerja di seluruh Indonesia dengan anggaran sebesar
Rp8.279.850.000,00 (delapan miliar dua ratus tujuh puluh
sembilan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) meliputi
kegiatan:

1) pengelolaan data dan informasi hubungan industrial; dan

2) bimbingan teknis penyusunan struktur dan skala upah.

c. Menciptakan pengawasan ketenagakerjaan secara mandiri,
tidak memihak, profesional, dan seragam di seluruh Indonesia
dengan anggaran sebesar Rp14.617.627.000,00 (empat belas
miliar enam ratus tujuh belas juta enam ratus dua puluh tujuh
ribu rupiah) melalui kegiatan:

1) peningkatan pemeriksaan norma ketenagakerjaan;

2) peningkatan kompetensi SDM pengawasan
ketenagakerjaan dan penguji keselamatan dan kesehatan
kerja;

3) peningkatan kualitas sistem pengawasan
ketenagakerjaan; dan

4) dukungan manajemen.

www.peraturan.go.id
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LAMPIRAN 1T

PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2022

TENTANG

PELAKSANAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS
PEMBANTUAN KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

PROGRAM, KEGIATAN, ANGGARAN, DAN ALOKASI ANGGARAN
DANA TUGAS PEMBANTUAN PUSAT

A. TUGAS PEMBANTUAN
Program, kegiatan dan anggaran Tugas Pembantuan dalam rencana
kerja dan anggaran Kementerian Ketenagakerjaan Tahun 2023 sebesar

Rp73.691.397.000,00 (tujuh puluh tiga miliar enam ratus sembilan

puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dengan

rincian sebagai berikut:

1. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi (PPPV) bertujuan untuk
menyediakan tenaga kerja yang kompeten, produktif, dan berdaya
saing dengan anggaran sebesar Rp62.689.244.000,00 (enam puluh
dua miliar enam ratus delapan puluh sembilan juta dua ratus
empat puluh empat ribu rupiah) melalui kegiatan:

a. akreditasi lembaga pelatihan kerja;

b. penyelenggaraan pemagangan dalam negeri;

c. pelatihan peningkatan produktivitas; dan

d. bimbingan konsultasi peningkatan produktivitas.

2. Program Pembinaan Ketenagakerjaan (PPK), bertujuan untuk
pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja
di seluruh Indonesia dengan anggaran sebesar
Rp11.002.163.000,00 (sebelas miliar dua juta seratus enam
puluh tiga ribu rupiah) meliputi kegiatan:

a. pemberdayaan SP/SB dalam peringatan hari buruh
internasional;

b. edukasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial di
perusahaan swasta;

c. bimbingan teknis jaminan sosial bagi pemberi kerja dan
pekerja penerima upah;

d. monitoring pelaksanaan tunjangan hari raya di daerah; dan

e. olimpiade pengupahan berbasis produktivitas,

www.peraturan.go.id



2022, No.1196

-11-

075 9c8 1 |SPL VLT S 198 HVONEL NVINVINITVY ISNIAOHA ISVEDINSNVEL NVA VINa)d VOVNAL SYNIG | 12
STIbPE6 T |CEC Teh €90 €18 1 TVIVE NVINVIAITYY ISNIAONd ISVEDINSNVAL NVA Viaa) VOVNAL SYNIQ | 02
—— . — NNWIL

9TE0TIT  [SST'I8T 1L0°pEE°C VAVDONAL VSN ISNIAONd ISVIDINSNYL NVQ ‘Vraay VOVNAL ‘ISviadox synia | ©!
ZTbT0SC  |SS0T6T ZIE 01T T IVIVE VIVODNAL VSIIN ISNIAONA ISVIDINSNVAL NVA VINEY VOVNEL SYNIA | 81
6SL8SET |S0Z 16T PSS 1902 TIVE ISNIAONd TVNENIIN VAVA NAWNS IDYANE NVA NVVISaNVOVNALAN SVNIA | 21
CI801€Z |Sh1 261 00 E11 C NALNVH ISNIAONd ISVEDINSNVEL NVQA VIaaN VOVNAL SYNIA | o1
0ZLZ68C |S00° 187 GS0'119°2 SNWLL VAVE ISNIAONA 1SVIDINSNVAL NVA Vraad VOVNAL SYNIA | 61
000'8bEZ |S09°292 SGh 0807 VINVIVADOA VMANILS] HYNAVQ ISYNDIWSNVNL NVA VIa VOVNAL SYNIA | ¢1
595 °8C0E  |S5c 95T bE0 208 T HVONAL VMVF ISNIAON ISVIDINSNVIL NVA VPN VOVNAL SVNIA | €1
722909¢C | 602 60F 810261 € IVAVE VAT ISNIAONG ISVEDINSNVAL NVQ VN aY VOVNAL SYNIG | 21
CET16L T  |E90LLE 020 P18 1 VIAVIVE IO ISNIAONA TDNANE NV 1S VADINSNVAL Vrda) VOVNAL SYNIG | 11
ZZovO81 | Sob 65T 290509 1 AVIN NVAVINd@ ISNIAON ISVIDINSNVIL NVA VENaN VOVNAL SYNIA | 01
906 68L 1 |SO86LE o1 018 1 DNNLIAE VIDNVE ISNIAONA VIaa) VOVNAL SYNIA | 6
€S0C01Z  |9Eb01p 210 bGL 1 DNNJV ISNIAONd VIaay VOVNAL SYNIG | 8
boe8bs 1 | bSO 0Lt 00L L1b 1 NIMIDNAH ISNIAONA ISVIDINSNVAL NVA Vrdad VOVNAL SVNIA | L
6TEVEOT  |SES LT Y6L LSL 1 NVLVIES VIALVANS ISNIAONA ISVEDINSNVYL NVA Vi@ VOVNAL SYNIG | 9
88CCE8' 1 | 066697 865508 1 TNV ISNIAONA ISYNDINSNVAL NVQ Vida) VOVNAL SYNIG | ©
P96256'1 |S6b 29T 59t C60 1 VI ISNIAONd ISVIDINSNVAL NVA Vidad VOVNAL SVNI | +
6610927 |S2060b bL1 168 1 LVAVE VIALVANS ISNIAONd ISVIDINSNVAL NV Vraad VOVNEL SYNIG | ©
72 186C  |8L061p PRb ZEC T VAVLN VEALVINNS ISNIAONA VIaad VOVNAL SYNIG | €
ZZTT81T | 098 8LT Z99°€06 1 HADV ISNIAONA MNANANAd SVLITHON NVA Vraad VOVNAL SYNIA | 1

Ino0dy) 1000d¥) l000d¥)

Add Addd
N1 SOSHVT ; i
s LSOSIVI | svioavivia VINEN NVALVS ON
NVID0Nd /TVIAaNAT
LVHOLYHNIA
ISNIAO¥A ¥3d LVSNd NVNLNVENAd SYONL VNVA NVIVOONY ISVIOTY ‘g

www.peraturan.go.id



-12-

2022, No.1196

HVAIZNV4A Vadl

pn

‘VISEANOANI AI'TaNdHy
NVVOAINVOVNILAN [HLNIN

IOV 169°CL [€91Z00 11 P52 689729 NVAVODNY HVINAT
e Taa: T VNavd ISNIAONT VI ad VOVNAL

VEGLTYT [SYD4IE 6LL°0IT°T NVA HVONANEI TIOEN VHVSN ISVHEdON ' NVONVOVNAd NVINLSNaNad synia | 7€
Iveezie  |obiize ZOC96L 1 IVAIVE VNdVd ISNTAOR VAN VOVNAL NVA 1SVADINSNVALL SYNIQ | €€
10088 1 |SCb 162 502 €65 1 VAVLN MINIVIN ISNIAONd ISVIDINSNVAEL NVA VINa) VOVNAL SYNIA | 2€
9156507 | 160000 STh 666 1 MNTVIN ISNIAON ISVEDINSNVAL NVA VINaY VOVNAEL SYNIG | 1€
£ES P11 559908 818 L0b 1 VvV ISAMVINS ISNIAONd ISNIAOYNA VIaa) VOVNAL SYNIA | 08
b C0C T |S00°88C 90b L1Z 1 OIVINONOD ISNIAONd 1SVEDINSNVAL NVO WaS3 “TVAON NVINVNVNAd SYNIA | 62
TOT€16T |SS60LC o1zt 1 VAVDONAL ISAMVINS ISNIAOSd VIda VOVNAL NV ISVIDINSNVAL SYNIA | 82
920608C |0V Lbb toz 208 | NVLVTAS ISAMVINS ISNIAON ISVIDINSNVIL NVO Vrdad VOVNAL SYNIA | L2
206 F10C |€1LGCh 662 695 1 HVDNAL ISAMVINS ISNIAON ISVIDINSNVAL NVA Vrda) VOVNAIL SYNIQ | 92
BEOCOST  |S6E0LT YT 62T T VAVLN ISAMVINS ISNIAONT HVNAVA ISVEDINSNVEL NVA VIday VOVNAL SYNIA | 62
1169971 |S50°16C 95z 8lE 1 VAV.LO NVINVITTV ISNIAONG ISVEDINSNVAIL NVA VINaN VOVNAL SYNIA | b2
566 18CC |SCC 287 ToF 666 1 NN IWLL NVINVINITVY ISNIAON ISVEDINSNVAL NVQ VIaa) VOVNAL SYNIA | €2
VLG TE1Z |1€C0Eb A NVLV13S NVINVINTIVY ISNIAONA Vi@ VOVNAL SVNIQ | 22

0oody) [0oody) [000d¥)

Mdd Addd
N xﬁ_wmw_ﬁ I |svioavivnig VAN NVNLVS ‘ON
WVEDONd /IVEAGNAT
IVHOLYANIA

www.peraturan.go.id



